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KESEHATAN PERSEORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan
kesehatan yang paripurna dan komprehensif bagi masyarakat
di Daerah, diperlukan sistem rujukan untuk mengelola
pelayanan kesehatan secara strategis, proaktif, pragmatif, dan
koordinatif;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, Pemerintah
Daerah bertanggung jawab menetapkan dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem rujukan
pelayanan kesehatan perseorangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan
Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6775);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023
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Menetapkan
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tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN PERSEORANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat

yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan

kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau
paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk adalah Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki kemampuan
pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan
kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan adalah
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan
pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan
kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.

11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat
nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif,
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan
kesehatan lainnya.
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12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang
selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan
yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi
rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan
rawat inap di ruang perawatan khusus.

13. Rumah Sakit Provinsi adalah rumah sakit yang didirikan/
dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

14. Rumah Sakit Kabupaten/Kota adalah rumah sakit yang
didirikan/ dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

15. Rumah Sakit Pemerintah Pusat adalah rumah sakit yang
didirikan/ dibentuk oleh pemerintah selain Pemerintah
Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

16. Direktur Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut
Direktur adalah pemimpin Rumah Sakit Provinsi.

17. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya
disingkat DPJP adalah seorang Dokter yang bertanggungjawab
terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengelolaan
medis seorang Pasien.

18. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan
kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.

19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iuran jaminan kesehatannya
dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

BAB II
PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN PERSEORANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan
berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan
pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Selain berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem
rujukan pelayanan kesehatan perseorangan juga
mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu
tempuh, pelayanan yang berkualitas, dan tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan biaya.

(3) Kebutuhan medis Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kriteria rujukan dan kriteria rujuk
balik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Jarak dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan jarak dan/atau waktu tempuh paling singkat dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Penerima Rujukan, dengan mempertimbangkan
keselamatan Pasien, efektifitas, efisiensi, dan kondisi geografis.
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(5) Kemampuan pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan
pelayanan kesehatan yang didasarkan pada:

a. jenis pelayanan kesehatan;

b. jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan;

c. sarana dan prasarana;

d. sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan

e. daya tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

(1) Kesesuaian kebutuhan medis Pasien dan kemampuan
pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Pasien dalam
keadaan:

a. gawat darurat;

b. kejadian luar biasa, wabah, dan darurat bencana; dan/atau

c. keadaan tertentu lain yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan pada Pasien
dengan keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mempertimbangkan:

a. aksesibilitas jarak; dan
b. waktu tempuh.
Bagian Kedua
Jenis Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan

Pasal 4

(1) Jenis rujukan pelayanan kesehatan perseorangan terdiri atas:
a. rujukan vertikal;

b. rujukan horizontal; dan
c. rujuk balik.

(2) Penentuan rujukan pelayanan kesehatan perseorangan
dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
tenaga medis sebagai DPJP.

(3) Dalam hal tidak tersedia tenaga medis DPJP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penentuan rujukan dapat dilakukan
oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) DPJP dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

(1) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a dilakukan Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memiliki tingkat
kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan
kebutuhan medis Pasien.

(2) Ruyjukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b merupakan rujukan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima
Rujukan yang sama jenis fasilitas pelayanan kesehatannya
tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki
oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.

(3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rujukan
horizontal dilakukan pada kondisi:

a. tenaga medis dan tenaga kesehatan berhalangan sementara
dalam memberikan pelayanan;
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b. sarana, prasarana, dan alat kesehatan sedang tidak dapat
difungsikan;

c. tidak tersedia farmasi sesuai jenis dan jumlah sesuai
ketentuan; dan/atau

d. keterbatasan daya tampung.

(4) Dalam hal pada pelaksanaan rujukan horizontal tidak terdapat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
memiliki kemampuan pelayanan kesehatan lebih tinggi.

(5) Rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c merupakan rujukan terhadap pasien yang telah selesai
ditangani pada fasilitas pelayanan kesehatan penerima
rujukan dan masih dibutuhkan perawatan pelayanan
kesehatan lanjutan pada:

a. FKRTL yang lebih rendah kompetensinya; atau
b. FKRTL ke FKTP.

(6) FKTP wajib menerima dan menindaklanjuti Pasien dalam hal
dilakukan rujuk balik dari FKRTL ke FKTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b.

(7) Rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup
kegiatan pemantauan kondisi kesehatan, pemberian terapi
lanjutan, edukasi pasien, dan pelaporan dalam sistem rujukan
terintegrasi secara online.

Bagian Ketiga
Tata Cara Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan

Pasal 6
Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan jika
terdapat paling sedikit 1 (satu) kriteria rujukan dalam sistem
rujukan terintegrasi secara online.

Pasal 7

(1) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan
berdasarkan persetujuan Pasien dan/atau yang mewakili
setelah mendapatkan penjelasan dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Perujuk.

(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berisi:
a. diagnosis;
b. indikasi;
c. tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan

tujuannya;

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadji,

alternatif tindakan lain dan risikonya;

risiko apabila tindakan tidak dilakukan;

prognosis setelah memperoleh tindakan;

. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan; dan
i. transportasi rujukan.

(3) Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan tidak dilakukan
jika:
a. tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis,

keterbatasan sumber daya, kondisi geografis; dan/atau

b. terdapat penolakan dari pasien atau keluarga pasien.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dikecualikan untuk penolakan terhadap alur rujukan yang
diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
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(5) Dalam hal tidak dapat dilakukan rujukan, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Perujuk dapat melakukan perawatan sesuai dengan
kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1) Ryjukan pelayanan kesehatan perseorangan berupa rujukan

untuk pelayanan:

a. rawat jalan;

b. gawat darurat; dan/atau
c. rawat inap.

(2) Rujukan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemberi pelayanan kesehatan, DPJP, dan/atau tenaga
kesehatan dalam pelaksanaan rujukan untuk pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menentukan
tujuan rujukan atau menerima rujukan atas dasar
kompensasi/imbalan dan/atau tujuan tertentu lain dari
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN
ALUR RUJUKAN PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat sistem informasi
pengawasan alur rujukan.

(2) Sistem informasi pengawasan alur rujukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mutakhir
mengenai pelaksanaan alur rujukan, kemampuan pelayanan
setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan alur rujukan
Daerah.

(3) Dinas melakukan pengintegrasian aplikasi Sistem Informasi
Pengawasan Alur Rujukan Provinsi (SIGAP) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan sistem rujukan terintegrasi
secara elektronik yang diselenggarakan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(4) Dalam  hal dibutuhkan, Dinas dapat melakukan
pengintegrasian sistem informasi pengawasan alur rujukan
dengan aplikasi P-Care atau aplikasi lainnya yang
dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.

(5) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) dilaksanakan berdasarkan kerja sama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Alur Rujukan Daerah

Pasal 10
(1) Cakupan alur rujukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) yaitu Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Rumah
Sakit Provinsi, dan Rumah Sakit Pemerintah Pusat, serta
rumah sakit swasta.
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(2) Wilayah alur rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. rujukan dalam kabupaten/kota di Daerah;

b. rujukan lintas kabupaten/kota dalam Daerah; dan
c. rujukan dari kabupaten/kota ke tingkat Provinsi.

(3) Pelaksanaan alur rujukan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama dalam
upaya peningkatan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melakukan rujukan

pelayanan kesehatan perseorangan harus menerapkan alur

rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan
ketentuan:

a. alur rujukan diberlakukan bagi Pasien Jaminan Kesehatan
yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan;

b. rujukan dari FKTP atau FKRTL ke FKRTL kompetensi tertentu/
kompetensi yang lebih tinggi dilaksanakan dengan alur
rujukan:

1. mendahulukan Rumah Sakit Kabupaten/ Kota, dan Rumah
Sakit Provinsi secara berjenjang;

2. memenuhi paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari
daya tampung Rumah Sakit sebagaimana yang dimaksud
pada angka 1 baik rawat jalan maupun rawat inap; dan

3. jika daya tampung Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada angka 2 sudah terpenuhi paling rendah 70% atau tidak
dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan, maka
rujukan dapat diarahkan ke Rumah Sakit Pemerintah Pusat
atau rumah sakit swasta.

Pasal 12
Pasien umum dan Pasien peserta BPJS Kesehatan mandiri dapat
mengikuti alur rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem rujukan
pelayanan kesehatan perseorangan berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat
melibatkan badan/institusi lain.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-dilaksanakan
melalui:
a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
b. bimbingan teknis.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:
a. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
b. pelaporan terhadap pelanggaran alur rujukan.

Pasal 14
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(1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (4) huruf a disampaikan oleh Kepala Dinas
kepada Gubernur minimal 6 (enam) bulan sekali.

(2) Hasil pelaporan terhadap pelanggaran alur rujukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b
dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur paling lambat
3 (tiga) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran.

(3) Hasil pelaporan terhadap pelanggaran alur rujukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Gubernur
kepada:

a. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan atas pelanggaran alur
rujukan oleh BPJS Kesehatan; dan/atau

b. kepada Presiden Republik Indonesia tembusan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan terkait pelanggaran terhadap alur rujukan atas
pelanggaran penyelenggaraan sistem rujukan terintegrasi
atau pelanggaran lain terkait.

(4) Dalam hal terdapat kerugian Daerah berdasarkan hasil
pelaporan terhadap pelanggaran alur rujukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dinas bersama unit kerja yang
membidangi hukum melaporkan kepada aparat penegak
hukum.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15
(1) Pemberi pelayanan kesehatan, DPJP, dan/atau tenaga
kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3)
dikenakan sanksi administratif.
(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal
11 dikenakan sanksi administratif.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. merekomendasikan penurunan/pencabutan status
akreditasi; dan/ atau
d. pencabutan sementara/permanen izin operasional rumah
sakit sesuai kewenangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008
tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 15); dan

b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah
Sakit Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 115),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ienr * UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

» Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

JUFRI RAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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